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Abstrak 

 

 
Jaminan sosial merupakan salah satu hak asasi yang wajib di peroleh setiap orang 

yang telah di amanatkan dalam konstitusi Indonesia yaitu pada Pasal 28H ayat (3) 

Undnag-Undnag Dasar Negara Republik Indoneisa Thaun 1945, di mana dalam 

pelaksanaannya telah di jamin oleh Pemerintah dengan embentuk Sistem Jaminan 

Sosial Nasional dan juga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai wadah 

setiap orang untuk menjadi peserta jaminan sosial kesehatan dan tenaga kerja.Untuk 

jaminan sosial pekerja, pemberi usaha berkewajiban untuk mendaftarkan para 

pekerjanya dan membayarkan premi setiap bulannya sesuai program jaminan yang 

di ikuti. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu 

penelitian dengan menggunakan data-data kepustakaan yang berasal dari sumber 

primer, sumber sekunder dan sumber tersier yang dinalisa secara deskriptif. Dalam 

pelaksanaannya masih snagat banyak pemberi kerja yang lalai dalam melaksanakan 

kewajibannya itu. Hal ini dapat di lihat berdasarkan jumlah pekerja pada tahun 2017 

berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik dan Laporang Keuangan Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tahun 2017 mengenai jumlah 

peserta yang terdaftar dan aktif pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan. 
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Abstract 

 

 
 

Social security is one of the basic human rights that must be obtained by 

everyone who has been mandated in the Indonesian constitution, namely 

Article 28H paragraph (3) of the 1945 Republic of Indonesia State 

Secretariat, in which the Government has guaranteed the form of the System 

in its implementation National Social Security and also the Social Security 

Agency as a forum for everyone to become a participant in health and labor 

social security. For workers' social security, the employer is obliged to 

register the workers and pay the premium each month according to the 

guarantee program that is followed. The research method used is normative 

juridical research, namely research using library data originating from 

primary sources, secondary sources and tertiary sources that are analyzed 

descriptively. In its implementation, many employers are still negligent in 

carrying out their obligations. This can be seen based on the number of 

workers in 2017 based on reports from the Central Bureau of Statistics and 

Financial Report of the Labor Agency for Social Security in 2017 regarding 

the number of registered and active participants in the Social Security 

Assurance Agency. 
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